
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SERTIFIKAT HAK PAKAI 
NOMOR 36 TAHUN 2013 ATAS NAMA PEMEGANG HAK 

PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan 
penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen 
(P3D) dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa dalam rangka pencatatan aset daerah khususnya 
aset tanah milik Pemerintah Kota Ambon, maka perlu 
dilakukan penertiban terhadap bukti-bukti kepemilikan 
aset tanah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sertifikat Hak 
Pakai Nomor 36 Tahun 2013 atas nama Pemegang Hak 
Pemerintah Kota Ambon.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 
80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemermtah E'aerah (Lembaran Negara Nomor 33 Nomor 
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang 
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak 
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 809):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ncmor 3137);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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12 Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan •

KESATU : Penghapusan Sertifikat Hak Pakai Nomor 36 Tahun 2013, 
Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Ambon, Luas 
3.720 M2 yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan 
Sirimau Kota Ambon, yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Kota Ambon Tanggal 19 Juli Tahun 2013. NIB. 
25.05.01.09.01220 sebagaimana terlampir dan merupakan 
satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Barang/asset milik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU adalah Tanah Sekolah 
Menengah Atas Negeri 11 Kota Ambon;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon 
pada tanggal 1 M/r£€T 2o[^


